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PUTUSAN

Nomor: 0783/Pdt.G/2017/PA.Sel.

o>l ozl alll panss
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam

perkara cerai gugat antara :

I . 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di
|
I <:bupaten Lombok Timur,,

sebagai " Penggugat";

melawan

I 1 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP
pekerjaan TKI, tempat tinggal di || GTcNGNGNGNGNGNGE

I <-bupaten Lombok
Timur, sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA
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B4

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15
Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong
Nomor : 0783/Pdt.G/2017/PA.Sel. telah mengajukan perkara Cerai Gugat

dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada
tanggal 18 November 2015 bertempat di [ GcNcNINENIIIIIEE
I <-bupaten Lombok Timur. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah
model N dengan Nomor : 746/43/X1/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama | K<abupaten Lombok Timur. Tertanggal 14 Agustus
2017;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat kumpul di | N |
I <bupaten Lombok Timur dimana
Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri
namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa sejak Bulan Desember 2015, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
sering terjadi percekcokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang
penyebabnya antara lain:

a. Tergugat sering meminum minuman keras dan jarang melaksanakan
ibadah waijib seperti sholat lima waktu dan Puasa Ramadhan meski selalu di
nasehati oleh Penggugat;

b. Orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga
Penggugat dan Tergugat

C. Tergugat tidak bisa menghormati ataupun menjaga hubungan yang baik
dengan Orang tua Penggugat;

d. Tergugat tidak pernah memperhatikan kesehatan Penggugat

dikarenakan pada saat Penggugat jatuh sakit, Tergugat lebih memilih kumpul
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bersama teman-temannya dari pada merawat Penggugat;

e. Tergugat diketahui memiliki sifat tempramental bahkan sering
melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti
menampar wajah Penggugat dan menendang Penggugat;

f. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat
selama 10 bulan terakhir;

4. Bahwa sejak bulan Juli 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman
bersama pergi ke Malaysia, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah
tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang,
selama itu pula antara  Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling
berkomunikasi dan Tergugat tidak meninggalkan suatu apapun sebagai pengganti
nafkah wajibnya.

5. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat
telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat
untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha
tersebut tidak membuahkan hasil;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang
diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang
sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu
perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk
mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang
terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan
perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini

dikabulkan;
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8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat
dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa untuk memperlancar pemeriksan perkara inin Penggugat bersedia
membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughraTergugat ([ EGTcNIEzNGNGEGEG) < Hadap
Penggugat ()

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah
hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun
menurut relaas Nomor : 0783/Pdt.G/2017/PA.Sel. tertanggal 22 Agustus 2017
dan tanggal 22 September 2017 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut.
Tergugat tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai
wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak
disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian
pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau

berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
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Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan
Penggugat, yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,
dan Penggugat menambahkan penjelasannya bahwa sekarang ini Tergugat
telah berada di alamatnya tersebut, tidak ghaib lagi sebagaimana alamat
Tergugat dalam gugatan Penggugat aquo, dan Tergugat telah dipanggil dengan
sah dan patut untuk datang menghadap sidang di alamatnya tersebut, namun
juga tidak hadir;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor :
141/Pem./72/VIII/2017, tanggal 14 Agustus 2017, yang aslinya dikeluarkan
oleh Kepala Desa Embung Raja, Kecamatgan Sakra Barat, Kabupaten
Lombok Timur, (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 746/43/X1/2015 , yang aslinya
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terara, Kabupaten
Lombok Timur., tertanggal 14 Agustus 2017 (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan

saksi-saksi sebagai berikut :

saksil: |GGG .. 40 tahun, Agama lIslam,
Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di [ GcNGGEGEGEEE

I <-bupaten Lombok Timur ;

Bahwa saksi tersebut di hadapan persidangan telah memberikan

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama || |GG
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- Bahwasaksi adalah kakek Penggugat;

- Bahwasaksi kenal dengan Tergugat bernama | GGG

- Bahwasaksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di || GcCcNGTEE
I <cbupaten Lombok Timur, namun belum

dikaruniai keturunan ;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Desember
2015 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering meminum-minuman keras
yang memabukkan, sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat,
Tergugat kurang memperhatikan nafkah Penggugat, ia lebih mementingkan
diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa saksi tahu sejak 16 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah

tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal
tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat
rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada
Penggugat;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan

Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
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(@

saksi Il: ]I unmur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat
tingga! di |
Kabupaten Pombok Timur,
Bahwa saksi tersebut di hadapan persidangan telah memberikan
keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama || |GGG

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;

- Bahwasaksi kenal dengan Tergugat bernama | GG

- Bahwasaksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di | NGcNzNGEG
I <-bupaten Lombok Timur., , namun belum
dikaruniai keturunan ;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Desember
2015 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering meminum-minuman keras
yang memabukkan, sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat,
Tergugat kurang memperhatikan nafkah Penggugat, ia lebih mementingkan
diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa saksi tahu sejak 16 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah

tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal

tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
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tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat
rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada
Penggugat;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada
hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati
penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat adalah
mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut
menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan

mengadilinya;
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Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan,
Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir
meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Tergugat tidak juga
menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakil’kuasanya
yang sah. Dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh
suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu berdasarkan
ketentuan pasal 149 ayat (1) RB.g, maka gugatan Penggugat dilanjutkan tanpa
kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan bahwa
Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 yang merupakan akta
otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya
sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena
itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam
perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 terbukti Penggugat
bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh
karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama
Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, ternyata Penggugat dan

Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat
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dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai
pihak dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) disebutkan “untuk melakukan perceraian harus
ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai
suami isteri”.
Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi tersebut Majelis Hakim
telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang
telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa sejak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak
harmonis yang disebabkan :
- Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk;
- Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah wajib Penggugat;
Yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah
sekitar 16 bulan sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas
Majelis Hakim berpendapat bahwa antara rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah mangalami disharmonisasi Perkawinan, dan dengan
memperhatikan sikap Penggugat yang bertahan untuk tetap menceraikan

Tergugat, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat a quo sudah tidak ada
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harapan lagi untuk hidup rukun sebagaimana suami isteri dalam satu bahtera
rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan
bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah
tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan
sakinah mawaddah warahmah. oleh karena itu dengan memperhatikan
pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara
Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan a
guo sehingga Permohon dengan Tergugat sudah pecah (broken Marriage);

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah
pecah (broken marriage) akan dapat menimbulkan mafsadah yang lebih besar
dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam
menghindari mafsadah lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.
Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat
dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan
dengan dalil syar'i :
a. Kaidah Fighiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

£0 dwlaoll oo wd> e pllooll
Artinya: Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik
kemaslahatan;

b. Dan juga pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman

346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :
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adlla uabBll ade Yla lg>g 5l a9 llass ypac i ols
Artinya : “diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya,
disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami
dengan talak satu”,
c. Serta doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, Juz Il, halaman 29 :
leliozs Lagllisl a8 uunll plg> aso gl ¥ Loy lg 2ol Lol azg )l cacol Il
jxeq ypuall e bl acl daall Guolall Lallay sy gy il ola)l o cllai Yl
Logiv tloYllic
Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri
(misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang
munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan
lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka
dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila
madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai,
maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang
didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk
mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang
seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya
akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak
atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula
yurisprudensi Mahakamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret

1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "apabila suami istri terjadi
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perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah
dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah
mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu
dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat
terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan
Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat(1)
dan (2) Jo. Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu
diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan
satu helai salinan penetapan ikrara talak tersebut kepada Pegawai Pencatat
Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan
atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian
dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo
Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara

ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;
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Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di
persidangan tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat ([ EGcNGNGNGNGNGNGE
terhadap Penggugat ([N )

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal dan tempat
perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu;

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.
371000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 1 Pebruari 2018 Masehi
bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1439 Hijriah, oleh kami Dr. Drs. H.
Suryadi HS,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Muijitahid, S.H.,M.H. dan
Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua
Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri
oleh para hakim Anggota serta H. Saparuddin, SH. sebagai panitera pengganti
dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
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Mujitahid, S.H.,M.H. Dr. Drs. H. Suryadi HS,S.H.,M.H.

Zainul Arifin, S.Ag. Panitera Pengganti,

H. Saparuddin, SH.

Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-

2. Biaya Proses Rp 50.000,-

Biaya Panggilan Rp 280.000,-

p ®

Biaya Redaksi Rp 5.000,-
5. Meterai Rp 6.000.-
Jumlah Rp. 371.000,-(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
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